WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN USAHA RUMAH KOS/PEMONDOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha
Rumah Kos/Pemondokan, dipandang sudah tidak sesuai,
sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha

Rumah Kos/Pemondokan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang
Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007
tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2007 Nomor 5/C);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2015
Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011
Nomor S5/E);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2013
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 26);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2015 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 35);



17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016
Nomor 1/C);

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Madiun Nomor 39);

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Menetapkan :

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06 TAHUN
2007 TENTANG IZIN USAHA RUMAH KOS/PEMONDOKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah
Kos/Pemondokan  (Lembaran Daerah  Kota  Madiun

Tahun 2007 Nomor 5/C) diubah sebagai berikut:
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Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1
diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Madiun.

Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga.

6. Pejabat lain adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Walikota selain Kepala Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota
Madiun.

7. Rumah Kos/Pemondokan adalah rumah atau kamar
yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka
waktu tertentu bagi orang pribadi atau badan dengan
dipungut bayaran.

8. Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan adalah Izin
yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau ruangan
yang digunakan usaha Rumah Kos/Pemondokan.

9. Penyelenggaraan Rumah Kos/Pemondokan adalah
kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau
ruangan yang digunakan untuk Rumah
Kos/Pemondokan.

10. Penyelenggara Rumah Kos/Pemondokan adalah
seseorang atau badan yang menyelenggarakan

Rumah Kos/Pemondokan.



11.

12.

13.

14.

Penanggungjawab Rumah Kos/Pemondokan adalah
pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah
atau kamar untuk  bertanggungjawab  atas
penyelenggaraan Rumah Kos/Pemondokan.

Penghuni Kos adalah seseorang atau beberapa orang
yang menempati Rumah Kos/Pemondokan.

Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan
orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Peraturan
Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Peraturan

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (2), dan
Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pelanggaran.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkandi MADIUN

pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 12 / D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :

192-21/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN USAHA RUMAH KOS/PEMONDOKAN

UMUM

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang
berfungsi sebagai tempat berlindung. Seiring meningkatnya urbanisasi di
Kota Madiun dalam berbagai macam fasilitas dan berbagai macam,
sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan mencari
tempat tinggal di Kota Madiun. Tempat tinggal dimaksud salah satunya
adalah rumah kos dengan sistem sewa, dengan demikian sehingga perlu
adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan
memperhatikan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Tujuan
pengaturan penyelenggaraan Rumah Kos/Pemondokan adalah :

a. mewujudkan Kota Madiun yang berbudaya ;

b. melestarikan dan mengembangkan Madiun sebagai kota Pendidikan,
Perindustrian, Perdagangan dan Jasa Industri ;

c. penataan dan monitoring kependudukan ;
menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan serasi ;

e. mencegah perbuatan yang tidak bermoral di tempat Rumah
Kos/Pemondokan ;

f. mencegah tindakan dan perbuatan penggunaan NAPZA atau jenis
lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ; dan

g. perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007
tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan, dipandang sudah tidak

sesuai, sehingga perlu diubah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 54



